Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB KORPORASI RUMAH SAKIT
DALAM FILTRASI KOMPETENSI TENAGA MEDIS: ANALISIS
DELIK KELALAIAN PADA REZIM SURAT TANDA REGISTRASI
SEUMUR HIDUP

Yudhi Hertanto!”, Ady Purwoto?
L2Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia
Email: yudhihertanto@gmail.com'”, adypurwoto@gmail.com?

ey

Abstract

The transformation of health law through Law Number 17 of 2023 has introduced a radical shift by
implementing a lifetime Registration Certificate (STR). This change fundamentally shifts the weight of
competency oversight from professional organizations to the government and healthcare facilities.
This research aims to analyze the legal accountability mechanisms of hospitals in periodically
verifying the competence of medical personnel, as well as the limits of corporate liability in cases of
malpractice by doctors whose competencies are outdated. The research method used is normative
Jjuridical with statutory and conceptual approaches. The results indicate that in the era of the lifetime
STR, competency verification now relies on the Practice License (SIP) renewal cycle via the
SATUSEHAT platform and internal hospital re-credentialing mechanisms. Based on the doctrine of
Corporate Negligence and Article 193 of Law No. 17 of 2023, hospitals bear systemic legal
responsibility for failures in performing clinical oversight functions. Hospitals can no longer hide
behind the status of doctors as independent partners if they are proven negligent in ensuring the
technical skill updates of their medical staff.
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I. PENDAHULUAN

Lanskap hukum kesehatan di Indonesia mengalami pergeseran tektonik, seiring dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Regulasi
yang disusun dengan metode omnibus law tersebut, mencabut sebelas undang-undang terkait
kesehatan sebelumnya, guna menciptakan integrasi sistem yang lebih efisien (Presiden RI, 2023).

Salah satu inovasi kebijakan yang paling menonjol, sekaligus memicu perdebatan teoritis yang
luas adalah perubahan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga medis dan tenaga
kesehatan, dari lima tahun menjadi seumur hidup. Secara administratif, kebijakan ini merupakan
upaya deregulasi untuk mengurangi beban birokrasi bagi tenaga medis (Sutanto, 2023). Lebih jauh
lagi, dari perspektif perlindungan pasien, kebijakan ini menimbulkan tantangan serius terhadap
mekanisme penjaminan kompetensi berkelanjutan.

Sebelum berlakunya UU Kesehatan 2023, sistem pengawasan profesi kedokteran, sangat
bergantung pada peran organisasi profesi, sebagai pemegang otoritas dalam mekanisme resertifikasi
periodik (Hidayat, 2023). Dimana setiap lima tahun, seorang dokter wajib membuktikan pemenuhan
Satuan Kredit Profesi (SKP), sebagai prasyarat perpanjangan STR. Mekanisme ini berfungsi sebagai
filter preventif, untuk memastikan bahwa dokter tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
relevan, dengan perkembangan sains medis terkini (Arif, 2024).

Dengan berlakunya STR seumur hidup, filter administratif di tingkat konsil tersebut praktis
menghilang, digantikan oleh mekanisme pemantauan digital melalui platform SATUSEHAT milik
Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI, 2023).

Perubahan paradigma ini memicu kekhawatiran yuridis, mengenai potensi peningkatan delik
kelalaian medis (medical negligence). Dalam konteks medis, ilmu pengetahuan berkembang sangat
pesat. Seorang dokter yang memiliki STR aktif secara administratif, namun tidak pernah mengikuti
pembaruan ilmu selama sepuluh tahun, dapat dikategorikan sebagai tenaga medis dengan kompetensi
yang usang (outdated competence).

Permasalah muncul ketika dokter tersebut melakukan kesalahan medis di rumah sakit.
Pertanyaan mendasar yang muncul, adalah sejauh mana rumah sakit sebagai entitas korporasi diminta
pertanggungjawaban atas kegagalan sistem pengawasan internalnya (Abdurrohman et al., 2024).
Undang-Undang Kesehatan yang baru, melalui Pasal 193, mempertegas perluasan tanggung jawab
rumah sakit yang kini bersifat sistemik. Keberadaan rumah sakit bukan lagi sekadar penyedia fasilitas
fisik, melainkan penjamin keselamatan pasien yang bertanggung jawab atas seluruh tindakan sumber
daya manusia di dalamnya (Daeng et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi rekonstruksi tanggung jawab korporasi rumah
sakit di era STR seumur hidup, dengan fokus pada penguatan mekanisme kredensial dan rekredensial
sebagai instrumen mitigasi risiko hukum terhadap delik kelalaian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang memandang
hukum sebagai sistem norma yang koheren. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28
Tahun 2024, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah doktrin corporate
negligence dan vicarious liability dalam praktik medis (Marzuki, 2020). Bahan hukum primer
meliputi regulasi terbaru, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah dan
putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan preskripsi
mengenai tata kelola klinis yang akuntabel secara hukum (Soekanto, 2006).

II. TINJAUAN TEORITIS

A. Doktrin Vicarious Liability dan Respondeat Superior

Dalam hukum perdata, doktrin vicarious liability (tanggung jawab pengganti) didasarkan pada
prinsip bahwa majikan atau pimpinan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, yang
dilakukan oleh bawahannya dalam lingkup pekerjaan (Cahyani et al., 2023). Teori respondeat
superior mempertegas hal ini di bidang kesehatan, dimana rumah sakit dianggap memfasilitasi
terjadinya hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, sehingga konsekuensi kerugian yang timbul
menjadi beban institusi (Black, 2019).

Hertanto, dkk Rekonstruksi Tanggung Jawab, 37-42 38




Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

B. Teori Corporate Negligence (Kelalaian Korporasi)

Berbeda dengan tanggung jawab pengganti yang bersifat derivatif, corporate negligence adalah
tanggung jawab langsung (direct liability) korporasi atas kegagalan sistemnya sendiri (Lumunon &
Maramis, 2023). Berdasarkan teori ini, rumah sakit memiliki empat tugas utama yang tidak dapat
didelegasikan (non-delegable duty):

1. Kewajiban menyediakan fasilitas dan peralatan yang aman dan layak.

2. Kewajiban menyeleksi dan memantau staf medis yang kompeten melalui kredensial.

3. Kewajiban mengawasi seluruh aktivitas pelayanan medis di lingkungan rumah sakit.

4. Kewajiban menyusun kebijakan internal yang menjamin keselamatan pasien (Wahyuni, 2021).

C. Unsur Pembuktian Kelalaian Medis (The 4Ds)
Untuk dapat membuktikan adanya kelalaian yang dapat dipidana atau digugat secara perdata,
harus dipenuhi unsur-unsur kumulatif berikut:
1. Duty: Adanya kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati sesuai standar profesi.
2. Dereliction of Duty: Adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (inkompetensi).
3. Direct Causation: Hubungan sebab-akibat langsung antara pelanggaran dengan dampak
fisik/mental pada pasien.
4. Damage: Adanya kerugian nyata (luka berat atau kematian) (Shakhilla et al., 2025).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Transformasi Sistem Registrasi: Pergeseran Titik Tekan Pengawasan
Pemberlakuan STR seumur hidup melalui Pasal 260 UU No. 17 Tahun 2023 menghapus siklus
pembaruan administratif lima tahunan (Presiden RI, 2023). Meskipun STR berlaku permanen,
kewenangan praktik dokter tetap dibatasi oleh Surat Izin Praktik (SIP) yang wajib diperpanjang setiap
lima tahun (Kemenkes RI, 2024).
Tabel 1. Perbandingan Sistem Pengawasan Tenaga Medis (pra vs paska UU 17/2023)

Komponen Rezim Lama (UU Rezim Baru (UU Implikasi Yuridis
29/2004) 17/2023)

Masa Berlaku 5 Tahun (Wajib Seumur Hidup Menghilangkan filter kompetensi periodik di
STR Resertifikasi) level Konsil (Presiden RI, 2023).
Syarat Rekomendasi Kecukupan SKP via  Sentralisasi pengawasan di bawah
Perpanjangan SIP Organisasi Profesi ~ SATUSEHAT Pemerintah/Kemenkes (Hidayat, 2023).
Penjamin Mutu  Organisasi Profesi ~ Fasilitas Pelayanan RS memikul beban verifikasi kompetensi
Utama (IDI/PDGI) Kesehatan (RS) secara mandiri (Daeng et al., 2023).
Basis Data Manual/Internal Digital Integratif Transparansi data nasional namun rawan
Kompetensi Profesi (SATUSEHAT) malfungsi sistem (Kemenkes RI, 2024).

Sumber: kompilasi UU 17/2023 penulis

Pergeseran ini, menempatkan rumah sakit pada posisi yang lebih rentan secara hukum. Bila
sebelumnya rumah sakit bisa bersandar pada validitas STR sebagai bukti kompetensi, kini institusi
tersebut wajib melakukan audit klinis mandiri, untuk memastikan bahwa STR seumur hidup tersebut
didukung oleh kemampuan teknis yang mutakhir (Arif, 2024).

B. Mekanisme Kredensial dan Rekredensial sebagai Filtrasi Internal
Di era baru ini, kredensial bukan sekadar proses administratif rekrutmen, melainkan benteng
pertahanan keselamatan pasien (Sugondo et al., 2023). Rumah sakit melalui Komite Medik wajib
memverifikasi kompetensi teknis setiap staf medis sebelum memberikan Surat Penugasan Klinis
(Clinical Appointment) (RSUD Brebes, 2023).
Tabel 2. Matriks Parameter Rekredensial Berbasis Kinerja (OPPE)

Dimensi Penilaian Indikator Utama Sumber Data
Kemampuan Teknis Angka keberhasilan tindakan, tingkat komplikasi klinis.Rekam Medis Elektronik (RME)
Pembaruan Ilmu Sertifikat pelatihan/workshop terbaru (SKP). Portal SATUSEHAT SDMK
Etika Profesional =~ Riwayat sanksi disiplin, pengaduan pasien. Majelis Disiplin Profesi (MDP)
Kesehatan Fisik/JiwaHasil Medical Check-up berkala. Subkomite Kredensial

Sumber: kompilasi regulasi olahan penulis
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Proses rekredensial yang dilakukan setiap tiga tahun, menjadi instrumen krusial untuk
mendeteksi penurunan performa, akibat usia atau ketidakterbaruan ilmu (Sugondo et al., 2023). Jika
rumah sakit membiarkan seorang dokter melakukan prosedur bedah laparoskopi terbaru, sementara
dokter tersebut tidak pernah mengikuti pelatihan metode tesebut dalam sepuluh tahun terakhir, maka
rumah sakit telah melakukan negligent credentialing (Wahyuni, 2021).

C. Analisis Tanggung Jawab Korporasi atas "Outdated Competence'

Salah satu terobosan hukum UU Kesehatan 2023 adalah penegasan Pasal 193, bahwa rumah
sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan, atas kelalaian
tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut (Abdurrohman et al., 2024).

Tabel 3. Matriks Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit (RS)

Jenis Kesalahan Tanggung Jawab  Tanggung Jawab KorporasiDasar Hukum

Dokter RS
Kelalaian Teknis Pidana/Perdata Perdata (Tanggung Renteng) Pasal 1367 KUHPerdata, Pasal 193
Individu Pribadi UU 17/2023
Kompetensi Pelanggaran Disiplin Langsung (Corporate Doktrin Non-Delegable Duty, Pasal
Kadaluwarsa Negligence) 193 UU 17/2023
Sistem Kerja Tidak - Pidana/Administratif Pasal 447 UU 17/2023, PP 28/2024
Aman Korporasi

Sumber: kompilasi regulasi olahan penulis

Apabila terjadi kecelakaan medis yang disebabkan oleh inkompetensi dokter yang gagal
dideteksi oleh sistem rekredensial rumah sakit, maka rumah sakit memikul tanggung jawab hukum
langsung. Dimana rumabh sakit dianggap gagal menyediakan sistem pelayanan yang aman (safe system
of care) (Lumunon & Maramis, 2023). Hakim dapat menjatuhkan hukuman ganti rugi kepada rumah
sakit karena membiarkan risiko (dokter inkompeten) tetap beroperasi di dalam institusinya (Hidayat et
al., 2025).

D. Peran Majelis Disiplin Profesi dalam Penegakan Hukum Multi-Layer

Sesuai dengan UU Kesehatan 2023 diperkenalkan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai
lembaga quasi-penyelidikan (Jayantara et al., 2024). Sebelum aparat penegak hukum memproses
laporan pidana medis, mereka wajib meminta rekomendasi dari MDP (Pramesuari, 2024). Sehingga
MDP berfungsi menilai apakah tindakan dokter tersebut, melanggar standar profesi atau merupakan
risiko medis yang tidak terhindarkan (Shakhilla et al., 2025).

Meski demikian, perlindungan hukum ini tidak membebaskan rumah sakit dari tanggung jawab
perdata. Bila MDP memutuskan seorang dokter telah melanggar disiplin karena tidak memperbarui
kompetensinya, maka temuan ini menjadi bukti kuat (prima facie evidence) bagi pasien untuk
menggugat rumah sakit, atas dasar kelalaian dalam pengawasan klinis (negligent supervision)
(Abdurrohman et al., 2024).

IV. KESIMPULAN

Evolusi regulasi melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 telah mengubah titik berat pengawasan
profesionalisme tenaga medis, dari organisasi profesi ke tingkat operasional di fasilitas pelayanan
kesehatan. Kebijakan STR seumur hidup menciptakan celah dimana kompetensi administratif dan
kompetensi klinis, dapat mengalami diskoneksi. Dalam konteks ini, rumah sakit bertransformasi
menjadi unit filtrasi terakhir, yang memikul mandat hukum absolut untuk menjamin keselamatan
pasien.

Berdasarkan doktrin Corporate Negligence dan mandat Pasal 193 UU Kesehatan 2023, rumah
sakit bertanggung jawab secara korporasi, atas malpraktik yang berakar dari kegagalan sistem
pengawasan internal. Rekredensial bukan lagi sekadar formalitas akreditasi, melainkan instrumen
perlindungan hukum utama. Kegagalan rumah sakit dalam memverifikasi pembaruan kompetensi staf
medisnya secara objektif, akan berimplikasi pada pertanggungjawaban ganti rugi perdata yang besar
serta ancaman sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

Kepada Manajemen Rumah Sakit: Segera merevisi Hospital Bylaws dan memperkuat
wewenang Komite Medik untuk melakukan audit klinis periodik berbasis data kinerja riil (Ongoing
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Professional Practice Evaluation). Pastikan setiap Surat Penugasan Klinis dibatasi dengan rincian
kewenangan yang benar-benar sesuai dengan keahlian terbaru dokter. Kepada Kementerian
Kesehatan: Memastikan sistem SATUSEHAT SDMK terintegrasi secara real-time dengan sistem
pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit agar pemantauan SKP tidak hanya bersifat
kuantitatif tetapi juga kualitatif. Kepada Tenaga Medis: Tetap proaktif melakukan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) secara mandiri meskipun STR berlaku seumur hidup. Kesadaran
akan pembaruan ilmu adalah satu-satunya benteng dari jeratan delik kelalaian medis di masa depan.
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